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 Retribusi pasar merupakan salah satu dari retribusi daerah yang menjadi 
sumber penerimaan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Retribusi pelayanan pasar 
adalah pembayaran atas pemakaian Fasilitas milik daerah yang terdapat di pasar. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi pasar di 
Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu dan Bagaimana pandangan Hukum 
Islam dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Inpres 
Tiuh Balak Kecamatan Baradatu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar Inpres Tiuh Balak, dan 
pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di 
Pasar Inpres Tiuh Balak. Kegunaan penelitian ini adalah agar pelaksanaan 
retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Way Kanan dapat berjalan sesuai dengan 
peraturan daerah atau aturan yang telah berlaku. Penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan (Field Research), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, 
sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data 
menggunakan populasi dan sampel, analisis data menggunakan analisis kualitatif 
dan Komparatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan pemungutan 
retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan 
No.08 Tahun 2011 tentang retribusi pasar yaitu pemungutan dilakukan satu kali 
dalam kurun waktu 24 jam dengan besaran pembayaran disesuaikan dengan 
ukuran tempat yang digunakan. Tetapi dalam praktiknya Jumlah pemungutan 
ditetapkan dengan mekanisme yang berbeda dan tidak sesuai dengan ketetapan 
Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.08 Tahun 2011. Dalam 
pandangan Hukum Positif peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah sudah 
sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tidak memberatkan pedagang. Namun 
pada praktiknya pelaksanaan retribusi pasar dilaksanakan tidak sesuai dengan 
peraturan daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. 
Retribusi pasar yang dilaksanakan di pasar Inpres dalam pandangan hukum Islam 
tidak memenuhi rukun dan syarat Ijarah. Sebagai pelaksana amanat petugas 
retribusi mempunyai tugas dan wewenang menegakkan kepastian hukum dan 
keadilan dalam menarik retribusi dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh 














          هللا                
       هللا           هللاهب            
       
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
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A. Penegasan Judul  
 Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan 
diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak 
terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami judul skripsi ini. 
Skripsi ini berjudul “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam Dan Hukum 
Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan 
Pasar Kec.Baradatu Way Kanan)”Untuk menghindari kekeliruan dan 
kesalahpahaman dalam memahami pengertian judul yang dimaksud maka 
perlu dijelaskan makna judul tersebut. 
1. Retribusi Pasar adalah pungutan uang oleh pemerintah dan sebagainya, 
sebagai balas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 
badan.
2
 Menurut Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Umum disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan 
Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan 
penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios 
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Ahmad Jalaluddin, Pengantar Hukum Pajak (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden 
Intan Lampung,2019),h.6. 
3
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 24 
  
 
2. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan dan ketentuan yang 
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan Hadis, hukum yang 
bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.
4
 Untuk ditaati dalam 
kehidupan baik itu berhubungan dengan hak dan kewajiban berdasarkan 
prinsip-prinsip keadilan. 
3. Hukum Positif adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang 
berwenang atau berdaulat, yang di terapkan dalam masyarakat pada tempat 
dan waktu tertentu yang dilengkapi dengan sanksi yang dapat dipaksakan 
oleh penguasa bila hukum positif itu di langgar.
5
 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa maksud judul skripsi ini adalah ”Retribusi Pasar Menurut 
Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
UPT Pengelolaan Pasar Kec.Baradatu Way Kanan)” Adalah penelitian 
pelaksanaan retribusi pasar di pandang dari segi hukum Islam dan hukum 
positif. 
B. Alasan Memilih Judul 
 Adapun alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul “Retribusi 
Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Perda No. 08 Tahun 
2011(Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar 
Kec.Baradatu Way Kanan) adalah sebagai berikut:  
 
                                                             
4
Mohammad Daud Ali,Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),h.42. 




1. Alasan Objektif 
Retribusi pasar adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa 
pelataran, los, kios, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan 
khusus untuk pedagang yang berguna untuk menunjang kegiatan jual beli 
dalam suatu daerah yang disediakan atau difasilitasi oleh Pemerintah 
setempat. Retribusi pasar yang dilaksanakan di pasar Inpres Tiuh Balak 
tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana 
yang diatur dalam Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam hal ini penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam, tentang Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan 
Hukum Positif pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT pengelola 
Pasar Kec. Baradatu Way Kanan.  
2. Alasan Subjektif  
a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah termasuk salah satu 
bidang studi ilmu penulis tekuni di Fakultas Syariah UIN Raden Intan 
Lampung. 
b. Literatur cukup tersedia dan mendukung sehingga diharapkan dalam 
penulisan dapat diselesaikan. 
C. Latar Belakang Masalah 
 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah 
  
 
tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan kepada masyarakat. Dalam rangka umtuk meningkatkan 
pembangunan daerah, maka pemerintah melakukan kebijakan yaitu, setiap 
daerah diberi wewenang untuk mencari sumber-sumber penerimaan lain 
selain bantuan dari pemerintah pusat, misalnya pajak-pajak daerah sesuai 
dengan retribusi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 
 Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, maka daerah berhak 
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menetapkan perpajakan sebagai 
salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban 
kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang 
diatur dalam Undang-Undang.Dengan demikian, pungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang yaitu Undang-undang 
nomor 28 tahun 2009,
6
 bahwa Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan 
senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi jasa umum adalah: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; 
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Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011(Jakarta:Mitra Wacana Media,2011),h.382 
  
 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil; 
d. Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran; 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
l. Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang; 
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;dan 
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.7 
 Retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah  tidak dapat 
diabaikan perannya dalam usaha peningkatan pendapatan daerah. Penerimaan 
retribusi merupakan sumber pendapatan yang paling penting dalam mengisi 
kas negara guna membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka 
pembangunan daerah. Sebagaimana Retribusi Pelayanan Pasar masuk 
kedalam retribusi daerah pajak kabupaten/kota dalam peraturan perundang-
undangan nomor 28 tahun 2009 untuk dapat dipungut pada suatu daerah 
kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu 
menerbitkan Peraturan Daerah tentang retribusi pasar yang akan menjadi 





landasan hukum dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan 
retribusi pelayanan pasar didaerah kabupaten/kota.Peraturan daerahmengenai 
retribusi pelayanan pasar diatur dalam perda no 8 tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa UmumKabupaten Way Kanan. 
Retribusi pasar adalah pelayanan atau jasa yang menyediakan fasilitas 
pasar baik itu tradisional/ sederhana yang berguna untuk menunjang kegiatan 
jual beli dalam suatu daerah tertentu. Di dalam pelaksanaan retribusi pasar, 
yang berwenang adalah Dinas Pasar melalui unit pasar yang berada di pasar-
pasar yang berada di pasar-pasar tertentu, bahwa adanya pemberian jasa 
berupa pengaturan dan penertiban tempat berdagang bagi para pedagang 
sesuai dengan lokasi yang tersedia dan jenis-jenis dagangan yang dijual baik 
di kios,los,pelataran dengan tujuan tertib dan teraturnya pasar. Para pedagang 
diwajibkan untuk membayar uang retribusi dan harus mematuhi sesuai 
dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan daerah yang 
berlaku.  
Pada pelaksanaan pungutan retribusi yang terjadi di pasar Inpres Tiuh 
Balak terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dan jenis pemungutan retribusi 
dengan ketetapan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Daerah Way 
Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. dalam peraturan 
tersebut seharusnya pemungutan retribusi dilaksanakan satu kali perharinya 
akan tetapi justru dipungut sampai dengan enam kali.
8
 
                                                             
8
Fina, Wawancara pedagang pasar Inpres Tiuh Balak, 01 Oktober 2019.  
  
 
Dalam pelaksanaan perjanjian pungutan retribusi pihak pertama adalah 
orang yang membayar retribusi dan orang yang menerima retribusi disebut 
sebagai pihak kedua. Dalam prosesnya pihak pengelola pasar memberikan 
karcis sebagai bukti adanya perjanjian dengan penyewa atau pedagang atas 
pungutan retribusi pelayanan pasar.
9
 
Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada objek penelitiannya 
yaitu pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu mengalami penyimpangan 
retribusi pelayanan pasar yang seharusnya dilakukan sekali perhari justru 
dilakukan melebihi ketentuan peraturan yang berlaku. Tentu melanggar 
aturan tentang retribusi pelayanan pasar pada Peraturan Daerah Way Kanan 
Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
10
 
Pada awal Pemerintahan Islam waktu itu pendapatan pemerintah hanya 
berasal dari sumbangan publik. Zakat pada saat itu belum diwajibkan pada 
awalnya. Namun seiring perkembangan Islam, Nabi mulai membuat beberapa 
kebijakan termasuk membangun masjid selain tempat untuk ibadah juga 
merupakan pusat pemerintahan. Baitul mal pada masa awal pemerintahan 
merupakan sebuah lembaga keuangan negara yang mengatur pemasukan dan 
pengeluaran pemerintah bagi rakyatnya agar pemerintahan dapat terus 
berjalan
11
. Pada masa Rasulullah Islam mengatur juga masalah pajak yang 
lebih dikenal dengan zakat. Zakat diperuntukkan bagi umat muslim yang 
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diatur dalam baitul mal dan jizyah atau pajak dibebankan kepada umat non 
muslim yang dibayar kepada pemerintah islam. 
Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi 
aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi, kita juga 
harus mematuhi aturan Pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan 
Ulil Amri. apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu 
pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan. 
Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59: 
          هللا             
         هللا        اهب هلل         
        
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.(QS. Surat An-nisa:59) 
 
Segala sesuatu harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan 
atas dasar suka sama suka dalam menjalankan suatu perjanjian baiknya 
dilakukan dengan kejujuran dan atas kerelaan bagi kedua belah pihak. Hal ini 
sesuai dengan surat An-Nisa ayat ayat 29: 
                          
                 هللا         
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
  
 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.(QS.Surah An-Nisa:29) 
 
Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah 
melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu 
maka penulis memilih judul : “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan 
Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan 
Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)”. 
D. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian didalam skripsi ini terdapat pada pelaksanaan Retribusi 
Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 
(Retribusi Jasa Umum) di Kabupaten Way Kanan, serta menurut hukum 
Islam terhadap pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Nomor 08 Tahun 2011 
di Kabupaten Way Kanan. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 
adalah : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 
08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak 
Kecamatan Baradatu ?  
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 





F. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini yaitu: 
a. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan retribusi pelayanan pasar sesuai 
dengan Peraturan Daerah No. 08 tahun 2011 di Kecamatan Baradatu 
Way Kanan. 
b. Untuk menganalisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar menurut  
Perda Nomor 08 Tahun 2011 ditinjau dari Hukum Islam. 
G. Signifikasi Penelitian 
Sangat penting penelitian Retribusi ini dilakukan agar pelaksanaan 
Retribusi Pelayanan Pasar di kabupaten Way Kanan dapat berjalan sesuai 
peraturan Daerah atau aturan yang telah berlaku dan mampu memberikan 
analisis Hukum Islam terhadap Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Way 
Kanan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar kelak dapat memberikan 
kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis 
hukum menggunakan analisis hukum Islam yang lebih mendalam terhadap 
retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Baradatu Way Kanan dan diharapkan 
dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum tata negara UIN Raden Intan Lampung. Secara praktis, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam menggali nilai 




H. Metode Penelitian 
Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan 
teratur (sistematis)
12
. Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang 
digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam 
suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap 
masalah
13
.Dalampenelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 
berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik 
masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari 
subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
14
 Penelitian 
ini dilakukan dengan menggali daya yang bersumber dari lapangan 
yaitu berupa wawancara (interview) untuk mendapatkan informasi 
terhadap UPT pengelola Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu 
Way Kanan. 
b. Sifat Penelitian 
 Penelitian ini bersifat Deskiptif-Analitis. Deskriptif-Analitis adalah 
suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 
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deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-
unsur yang ada didalam fenomena tertentu
15
dengan pendekatan 
kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang 
berkaitan dengan retribusi pelayanan pasarPeraturan Daerah Nomor 8 
tahun 2011. 
2. Data dan Sumber Data 
 Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam 
penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari: 
a. Data Primer 
 Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara 
langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan 
guna melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi
16
. Dalam hal 
ini data primer diperoleh dari Dinas Pasar dengan melakukan interview 
di UPT Pengelolaan Pasar kecamatan Baradatu Way Kanan. Adapun 
bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran serta 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011. 
b. Data sekunder 
 Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian 
kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan 
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3. Teknik  Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi 
kualitas data hasil penelitian.Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan 
ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data
18
.Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Metode Observasi 
 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 
kemudian dilanjutkan.
19
 Jadi observasi yaitu pengumpulan data dengan 
cara cermat dan sistematik. Dengan demikian Observasi yang dilakukan 
akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi dilapangan. 
Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti dikantor UPT 
Pengelolaan Pasar Kecamatan Baradatu.  
b. Wawancara  
 Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 
bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan 
(lokasi)
20
dengan cara Tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan 
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bertatap muka secara langsung melalui pesawat telepon dengan 
narasumber dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. 
c. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah merupakan pengumpulan data dengan jalan 
melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah 
ada hubungannya dengan objek penelitian
21
. Dokumentasi merupakan 
salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, 
foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh 
narasumber. 
4. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data 
yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu 
tidak logis dan meragukan.
22
 Mengoreksi apakah data yang rerkumpul 
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b. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden 
ke dalam kategori
24
,atau memberikan catatan atau tanda yang 
menyatakan jenis sumber data atau urutan sumber masalah. 




d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahan berdasarkan urutan masalah.
26
 
5. Populasi dan Sampel 
1. Populasi (sasaran) penelitian 
 Populasi adalah jumlah keseluruhan atau totalitas objek yang 
diteliti
27
.objek yang diteliti dapat berupa orang,lembaga, media dan 
sebagainya. Populasi digunakan sebagai penyebutan seluruh elemen 
atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. 
Dalam skripsi ini populasinya adalah seluruh pegawai  pelaksana Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan dan penerima fasilitas Daerah atau para 
Pedagang Pasar. 
 Dari data yang didapat jumlah keseluruhan populasi pedagang 
pasar Inpres Tiuh Balak terdapat 98 orang pedagang yang mengisi ruko, 
kios serta los dan petugas pengelola pasar 13 orang. Jadi total 
keseluruhan populasi ada 111 orang. 
 












 Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 
diteliti yang dianggap mewakili terhadap populasi dan diambil 
menggunakan teknik tertentu.
28
 Dalam penelitian ini, tidak semua 
populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja. 
Pengambilan sampel menggunakan metode non random sampling yaitu 
tidak semua individu dalam populasi dapat diberi peluang yang sama 
menjadi sampel
29
. Dikarenakan keterbatasan dana, tenaga serta waktu, 
yang pada umumnya populasi tersebut berjumlah besar dan peneliti 
tidak mungkin memepelajari semua populasi maka sampel harus benar-
benar yang mewakili populasi. 
 Jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh 
peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan (1 
orang), petugas UPT Pengelolaan pasar (2 orang), Pedagang pasar (8 
orang). Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. 
6. Analisis data  
Tujuan analisis data ini adalah untuk memperoleh perbandingan antara 
Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan retribusi pasar 
yang ada di pasar Ipres Baradatu Kabupaten Way Kanan, dan selanjutnya 
memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul 
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dalam praktek. Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah 
selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik 
kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 
berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-
peristiwa yang kongkrit.Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang 




Metode analisis yang digunakan ialah dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif dan Komparatif. Deskriptif adalah suatu 
penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara 
objektif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati.
31
 
Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan 
wawancara mengenai tarif retribusi pasar dengan membandingkan 
menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sehingga dapat menjadi suatu 
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A. Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam 
 Retribusi pasar merupakan salah satu dari bagian pendapatan asli daerah. 
Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain asli daerah lainnya, 
yang mana bertujuan untuk membuat kemandirian dalam pelaksanaan 
otonomi daerah Guna mengatur dan mengurus sendiri segala keperluan dan 
kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing baik pendanaannya 
maupun sistem yang ada di daerah tersebut sebagai perwujudan asas 
desentralisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang.Untuk 
mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara 
Rasulullah menyerahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal sudah ada sejak masa 
Rasulullah Saw, yaitu pada saat kaum muslimin mendapatkan ghanimah pada 
perang Badar. Pada masa Rasulullah, Baitul Mal adalah sebagai pihak yang 




 Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau 
Tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak 
ada.Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (rampasn perang). 
Pada perang Badar di tahun 2 hijriyah, sejak itu negara mulai mempunyai 
pendapatan dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan 
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khums (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya 
yang didapatkan pada saat peperangan.
33
 Selain khums, akibat peperangan 
tersebut juga diperoleh pendapatan baru yaitu berupa uang tebusan dari 
tawanan yang ditawan pada saat peperangan.Kekayaan pertama yang 
merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh yang dapat 
digunakan sepenuhnya untuk negara) adalah fay’i yaitu merupakan harta yang 
diperoleh dari suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di 
pinggiran kota Madinah, yang melanggar Piagam Madinah tidak melalui 
peperangan. Rasulullah juga mendapatkan penerimaan negara dari waaqaf, 
berupa tanah pemberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik 
yang telah masuk Islam.
34
 
 Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan sebagai salah 
satu tanggung jawab terhadap masyarakat guna kesejahteraan masyarakat, 
terkait pembiayaan pada sektor publik oleh negara. Sumber-sumber 
pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW meliputi Zakat, kharaj, khums, 
ghanimah, fai, dan jizyah.  
Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, zakat diwajibkan di Madinah pada 
tahun kedua Hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah 
diwajibkan nya zakat bersamaan dengan turunnya perintah kewajiban salat 
pada saat Nabi berada di Mekah.
35
Dalam firman Allah Swt dalam QS Al-
Baqarah (2) ayat 43 : 










                
Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta 
orang-orang yang ruku”.(QS.Surah Al-Baqarah :43) 
 
Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang 
bersumber dari zakat berupa uang tunai, hasil pertanian dan hasil perternakan. 
Zakat merupakan unsur penting karena sistem penunaiannya yang bersifat 
wajib. Pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah 
dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.
36
Perintah memungutnya 
terdapat dalam surat At-Taubah(9) ayat 103: 
                             
   اهو هلل       
Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS.Surah At-Taubah: 103) 
 
Sumber pendapatan yang pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah SAW 
pada zaman itu adalah kharaj. Kharaj adalah pajak khusus atas tanah atau 
hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada 
negara islam. Kharaj pada era awal islam ketika khaybar ditaklukan, 
merupakan sebagai pajak tanah yang dipungut dari non-muslim yang 
kemudian tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik menawarkan 
untuk mengeolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia 
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memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Jumlah dari kharaj 
bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi tanah tersebut.
37
 
Kharaj adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan pajak 
bumi dan bangunan (PBB) dengan sistem kharaj ditentukan berdasarkan 
tingkat produktifitas dari tanah (Land productivity) bukan berdasarkan 
zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan 
sekalipun misalnya disatu sisi ditanami anggur sedangkan disisi lain ditanami 
kurma, maka kharaj yang dibayarkan oleh pemilik tanah berbeda.
38
 
Para Ulama Syi’ah mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus 
dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan Ulama Sunni beranggapan bahwa 
ayat ini berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid 
menyatakan bahwa yang dimaksud Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi 
juga barang temuan dan barang tambang.
39
 
 Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut Ghonimah, 
ghanimah adalah pendapatan negara atas harta yang diperoleh kaum muslimin 
dari musuh melalui kemenangan dalam peperangan. Dalam konteks 
perekonomian modern sekarang boleh saja menggolongkan barang sitaan 
sebagai barang ghanimah. Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan 
utama negara islam periode awal.
40
Dasarnya adalah terdapat dalam Al-Quran 
surah al-Anfal ayat 41 : 











              هللا          
                اهب هلل       
                  هو هلل          
Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 
sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya seperlima untuk 
Allah, Rasul, kerabat, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu 
Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan 
kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 
dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS Al-Anfal 
:41). 
 
Ghanimah berbeda dengan fay’i, fay’i adalah harta yang diperoleh dari 
musuh tanpa mengerahkan kuda atau peperangan baik harta tak bergerak 
seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut(kharaj), pajak 
kepala(jizyah) dan bea cukai(ushr) yang dikenakan pada pedagang non 
muslim.
41
 jika pergantian pemerintahan dengan tidak peperangan tetapi 
dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai negara 
jajahan dan cara-cara lain maka tanah negara dan harta benda lainnya disebut 
Fa’i sebagaimana dalam firman-Nya: 
      هللا                       
   هللا              او هلل           
 
Artinya : “Dan apa saja harta rampasan (fay‟i) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu 
tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor onta pun, tetapi 
Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja 
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yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(QS Al-
Hasyr :6) 
 
Fay’i menjadi pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas 
penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut yaitu untuk kebaikan 
khalayak umum. 
Jizyah adalah pajak yang dibebankan diambil dari penduduk non-Muslim 
yang ada di negara Islam sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan 
layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan 
keamanan dari negara islam.
42
 Orang orang non muslim diberi kebebasan 
dalam melakukan aktivitasnya baik dalam bidang keagamaan mereka dapat 
bebas beribadah maupun melakukan hal yang lainnya karena mereka 
mendapatkan perlindungan dari negara dengan adanya pembayaran 
jizyah.
43
Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 29: 
      اهب هلل               
 هللا                   
              
Artinya :“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 
tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 
yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 
agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-
Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 
mereka dalam keadaan tunduk”.(QS. Surah At-Taubah:29).  
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Karena Orang-orang non muslim tidak mengenal zakat fitrah, maka 
jizyah sama saja dengan menarik pajak. Jumlah yang harus dibayar sama 
dengan jumlah minimum dengan yang dibayar oleh orang Islam. Jika adapun 
yang keberatan dengan jizyah sebenarnya baik muslim maupun no-muslim 
sama sama membayar pada pemerintahan karena bagi muslim diwajibkan 
membayar zakat yang salah satunya adalah zakat fitah setiap tahunnya.  
Kafarat menjadi salah satu Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah 
Saw dan para sahabat, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada 
suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus 
membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan negara. 
Pemerintahannegara muslimin juga memiliki sumber pendapatan lain 
bukannya hanya penerimaan pokok saja yaitu seperti wakaf (pemberian aset 
abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak 
terbatas), hibah, hadiah dan sebagainya yang diterima secara tidak 
tetap.sebagai landasan waqaf disebutkan salam Al-Quran : 
                    هللا   
    
Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 
yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS Ali 
Imran :92) 
 
Negara dapat melakukan pemungutan pajakJika kebutuhan publik belum 
terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan tergantung dengan situasi 
negara pada saat itu. 
  
 
1. Pajak dalam perspektif hukum Islam 
 Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, secara 
bahasa dharibah dalam penggunaannya memiliki banyak arti namun para 
ulama memakai ungkapan dharibah unuk membayar harta yang dipungut 
secara wajib. Jadi, dharibah ialah harta yang dipungut secara wajib oleh 
negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun dapat dikategorikan 
dharibah.
44
Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu 
Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazy Inayah dalam 
kitabnya Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, dan Abdul 
Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, sebagai 
berikut : 
a. Yusuf Qardhawi berpendapat : 
  Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, 
yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 
mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 
merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-
yujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
45
 
b. Gazy Inayah berpendapat : 
Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan 
oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat 
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tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai 
dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk 
mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhu 
tuntutan politik keuangan bagi pemerintahan.
46
 
c. Abdul Qadim Zallum berpendapat : 
Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum 
Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos 
pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi 
Baitul Mal tidak ada uang/harta.
47
 
Seperti halnya dengan pajak, retribusi daerah juga merupakan 
penerimaan suatu daerah yang hasilnya guna membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang 
telah dibuat suatu daerah atau pemerintahan itu sendiri. Seperti yang 
dijelaskan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah At-
Taubah ayat 29 :
      اهب هلل              
   هللا             
                    
Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 
tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan 
apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama 
dengan yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan 







Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 
sedang mereka dalam keadaan tunduk.”(QS.Surah At-Taubah:29) 
 
Dari beberapa definisi di atas nampak definisi yang dikemukakan oleh 
Abdul Qadim lebih tepat dan mendekati nilai-nilai penting dalam 
ketentuan pajak menurut syariat. yaitu : 
1) Diwajibkan oleh Allah Swt 
2) Objeknya adalah harta (al-Maal) 
3) Subjeknya kaum muslim yang kaya 
4) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang 
harus segera diatasi oleh Ulil Amri.
48
 
Diperbolehkannya kewajiban memungut pajak atau retribusi alasan 
utamanya adalah untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum, 
karena dana pemerintahan tidak cukup atau kekosongan Baitul mal untuk 
membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai 




2. Retribusi dan Pajak dalam Hukum Islam 
a. Anfal, Ghanimah, Fa’i dan Khums 
Ibnu Abbas dan mujahid berpendapat bahwa anfal adalah 
ghanimah, yakni segala harta kekayaan orang kafir yang dikuasai 
oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang 
berwenang untuk mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah 
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SAW dan para khalifah setelah beliau. Pendisbtribusiannya hanya 
untuk kepentingan kaum muslim, Rasulullah SAW telah 
membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada kaum muhajirin dan 
tidak kepada kaum anshar, kecuali sahal bin Hanif dan Abu Dujanah 
karena keduanya sangat fakir. Rasulullah SAW juga memberikan 
ghanimah kepada mualaf pada perang hunain dalam jumlah yang 
besar. Hal tersebut juga dilakukan pada masa Khulafaur rasyidin, 
khalifah berhak membagikan ghanimah kepada pasukan perang, ia 
juga dapat mengumpulkannya Fai, jizyah dan kharaj untuk 
terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin.
50
 
Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang 
kafir yang melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, 
dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta 
tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut 
dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin serta dengan 
menyerahkan sebagian harta dan tanah mereka, adalah sumber 
pendapatan berupa harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai 
oleh kaum muslim tanpa melalui peperangan disebut dengan fa’i. 
Harta Fa’i ini menjadi milik Rasulullah saw, sebagian 
dibelanjakan oleh beliau untuk membelanjakan keperluan 
keluarganya selama satu tahun, sisanya dijadikan oleh beliau untuk 
keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang setelah beliau 
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wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Setelah 
wafatnya Rasulullah SAW dan kerabat beliau dimasukkan 
kedalambaitul mal, untuk digunakan demi kemaslahatan kaum 
muslimin dan jihad fi sabilillah.
51
 
b. Kharaj  
Kharaj merupakan hak kaum muslimin yang diberikan Allah 
SWT atas tanah yang dilakukan dari orang kafir, baik melalui 
peperangan maupun jalan damai yang merupakan pendapatan negara 
yang tergolong pendapatan negara fay’i yang diwajibkan setelah 
menunggu satu tahun.
52
 Oleh karena itu kharaj dibagi menjadi dua, 
yaitu : kharaj unwah dan kharaj shulhi. 
Kharaj unwah adalah kharaj yang diambil dari semua tanah yang 
dikuasaioleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa 
melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir.Sedangkan 
Kharaj shulhi adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah yang 
penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara 
damai.
53
 Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang 
disepakati diantara kaum muslimin dan penduduk tinggal di atasnya 
dengan kesediaan membayar kharaj, maka berlaku secara permanen 
atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah kharajiyah sampai 
hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum 






Aulia N.P, keuangan Publik Islam,https://aulianputri.blogspot.com/2019/09/kharaj-dan-
jizyah.html?m=1, diakses pada 10 desember 2019. 
  
 
muslimin atau dijual kepada orang islam, atau ada sebab yang 
lainnya. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik 
mereka dan dikuasai oleh mereka, dengan membayar sejumlah 
kharaj yang ditetapkan. Maka kharaj tersebut menepati posisi jizyah, 
yang akan gugur dengan keislaman mereka atau tanah tersebut dijual 
kepada seorang muslim.  
Sedangkan untuk menetapkan besarnya kharaj, khalifah dapat 
bermusyawarah dengan para ahli  yang dapat memperhitungkan luas 
tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil 
panennya.
54
 Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar 
ketika akan menetapkan kharaj atas tanah sawad. Maka ketika akan 
menetapkan kharaj haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, 
tingkat kesuburannya, tingkat produksinya, cara pengairannya, 
karena semua hal tersebut beragam. Termasuk harga produk 
pertaniannya, letak geografisnya dari pasar, kota, transportasi dan 
sebagainya. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan kharaj atas pemilik 
di luar batas kemampuan pemiliknya. 
Kharaj berbeda dengan usyur. Usyur adalah apa yang diambil 
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1) Jazirah Arab 
2) Tanah yang penduduknya masuk islam secara damai, seperti di 
Indonesia 
3) Tanah unwah yang dibagikan kepada pasukan perang kaum 
muslimin, seperti tanah khaibar 
4) Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum 
muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. 
Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang 
muslim, tanah tersebut menjadi tanah Usyriyyah.
55
 
Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk 
kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, 
pengadaan senjata, diberkan kepada para janda, dan orang-orang 
yang membutuhkan, dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai 
dengan pendapat dan ijtihadnya. 
c. Jizyah  
 Jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum 
muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka 
kepada pemerintahan islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin 
yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib 
diambil dari penduduk non-muslim setelah melewati satu tahun 
sebagai biaya untuk perlindungan mereka. 
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 Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka 
tetap kufur, namun apabila mereka memeluk islam, maka gugurlah 
jizyah dari mereka. Jizyah diwajibkan untuk orang-orang kafir laki-
laki, berakal, baligh, dan mampu membayarnya. Untuk besaran 
jizyah, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun 
ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan 
catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar 
jizyah.
56
 Apabila jizyah diberlakukan kepada orang yang mampu, 
sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap 
mempunyai hutang terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan 
sebagaimana orang yang mempunyai hutang. 
Tabel.1 




No Subjek  Tarif  
1 
Pekerja manual dan orang miskin,pembajak 
tanah, petani, dan sebagainya 
12 dirham 
per tahun 




Orang kaya, seperti pedagang pakaian, 
pemilik kebun dan lainnya 
48 dirham  
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d. Ushr  
Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta 
dan barang perdagangan Ahlu Dzimmah dan kafir Harbi yang 
melewati perbatasan negara khalifah. Ada beberapa hadis yang 
menjelaskan bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya 
memungut Ushr dari pedagang yang melewati batas negara melalui 
pos-pos perbatasan. Ziyad ibn Judair mengatakan, umar bin Khattab 
pernah memperkerjakan saya untuk memungut Ushr dan 
memerintahkan saya agar memungut 10% ushr dari perdagangan 
kaum muslimin.
58
 Istilah ushr tidak ditemukan didalam Al-Quran 
tetapi kita dapat menggunakan dua ayat yaitu Surah Al-Baqarah:267 
dan surah Al-An’am :141 sebagai acuan. Fiman Allah Swt : 
                       
      
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 
dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”(QS Al-
Baqarah : 267) 
                          
          
Artinya :...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu 





berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 
berlebih-lebihan.” (QS Al-An’am:141) 
 
3. Ijarah  
 Al-Ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al’-Iwadhu atau berarti 
ganti, dalam pengertian syara’al-Ijarah adalah suatu jenis akad yang 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Suatu perjanjian yang 
mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyewakan kepada pihak 
lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, dalam waktu tertentu dan 
dengan jumlah pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Akad Ijarah 
adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik 
objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan 
penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.
59
 
Dari definisi diatas bahwa akad Ijarah adalah merupakan transaksi 
tanpa disertai adanya pemindahan hak kepemilikan yang mana disebut 
sewa menyewa jika objeknya adalah suatu benda dan upah mengupah 
jika objeknya berupa suatu manfaat. Munculnya ijarah adalah suatu 
bentuk dari akibat kebutuhan akan jasa dan manfaat. 
Didalam istilah hukum islam penyebutan untuk seseorang yang 
menyewakan disebut dengan muajir sedangkan untuk seseorang yang 
menyewa disebut dengan musta’jir, ma’jur untuk benda yang disewakan 
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Adapun dasar hukum mengenai sewa menyewa (Ijarah) terdapat 
dalam al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233: 
                       
          هللا     هللا         
Artinya:”dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaraan menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS.Surah Al-Baqarah:233) 
 
Rukun dan syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut: 
1) Mu’jir dan musta’jir. Unsur yang terpenting keduanya cakap 
hukum (berakal) serta dewasa (baligh) 
2) Sighat ijab dan kabul antara mu’jir dan musta’jir. Ijab dan qabul 
merupakan bentuk tentang adanya rasa suka sama suka. 
3) Ujrah, diisyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak 
4) Barang yang disewakan atau yang dikerjakan dalam upah 
mengupah hendaknya diketahui manfaatnya. Manfaat benda yang 
disewapun diperbolehkan menurut syara” bukan yang dilarang dan 
benda yang diewakan diisyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang 
ditentukan dalam perjanjian akad.
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Dua sebab yang dapat membatalkan ijarah yaitu rusaknya benda 




B. Retribusi Pasar Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Retribusi 
 Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:  
a. pendapatan asli daerah yaitu: 
1) pajak daerah 
2) retribusi daerah 
3) hasil pengelolaan keyaan daerah yang dipisahkan, dan 
4) lain-lain PAD yang sah.  
b. dana perimbangan 
c. lain-lain pendapatan.63 
 Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang retribusi pasar ada 
baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu retribusi dan pajak yang 
dikemukakan oleh beberapa para ahli. 
 Darwin menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah pada 
umumnya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu 




Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah pasal 5 
  
 




 Retribusi menurut Mariot P.Siahaan adalah: “retribusi adalah 
pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa 
tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan 
jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang 
membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara”.65 
 S.Munawir menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah iuran 
kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung 
dapat ditunjuk. Paksakan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang 




Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
retribusi adalah pembayaran yang sah yang dibayar langsung atas jasa 
atau pelayanan negara. 
2. Retribusi daerah 
 Retribusi daerah, sebagaimana halnya dengan pajak daerah 
merupakan salah Satu sumber pendapatan daerah yang mana dapat 
diharapkan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pelaksanaaan 
pemerintahan dan guna pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 
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mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-undang dasar 1945 pada 
pasal 23A ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang,
67
 yang 
artinya dalam pasal tersebut segala beban kepada rakyat seperti pajak dan 
lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang. 
 Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.
68
 
 Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan  dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan.
69
  
 Dapat kita simpulkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
pribadi atau badan. 
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a. Ciri-ciri retribusi daerah 
 Menurut Josef Riwu Kaho ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai 
berikut : 
1) Dipungut oleh daerah 
2) Dalam pemungutan retribusi prestasi yang langsung dapat 
ditunjuk 
3) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau 
mengeyam jasa yang disediakan daerah.
70
 
 Sedangkan menurut Musgrave, ciri-ciri retribusi yang tepat dalam 
retribusi daerah adalah: 
a) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang menggunakan jasa 
yang diberikan oleh daerah 
b) Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayar 
retribusi 
c) Bagi yang telah menikmati jasa lalu tidak membayar retribusi 
dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa 




 Dapat kita simpulkan dari dua pendapat diatas yang dimaksud 
dengan ciri-ciri retribusi daerah adalah pungutan yang berdasarkan 
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Undang-undang dikenakan pada siapa saja yang menerima 
pelayanan daerah yang apabila tidak membayar dapat dikenakan 
sanksi atau denda. 
b. Dasar hukum pemungutan Retribusi daerah 
1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 
2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
daerah 
3) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
 Dalam tiap-tiap daerah retribusi dipungut berdasarkan peraturan 
masing-masing daerah pemungut retribusi yang mana peraturan 
tersebut peraturan yang sudah disahkan oleh kepala daerah masing-
masing.  
c. Fungsi retribusi daerah 
1) Penerimaan 
Fungsi penerimaan adalah merupakan fungsi pokok dari 
retribusi, artinya retribusi dijalankan sebagai alat untuk menutup 
APBD terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa 
dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.  
2) Pengatur 
Fungsi pengatur retribusi artinya digunakan sebagai alat atau 




d. Syarat pemungutan retribusi daerah 
1) Pemungutan retribusi harus adil (syarat keadilan) 
hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan 
hukum lainnya, yaitu membuat adanya keadilan dalam hal 
pemungutan retribusi baik adil dalam perundang-undangan 
maupun dalam pelaksanaannya. 
2) Pemungutan retribusi harus berdasarkan UU (Syarat yuridis) 
Hukum retribusi harus dapat memberi jaminan hukum untuk 
menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara ataupun 
warganya. Disamping itu dalam menyusun Undang-undang 
harus diusahakan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan 
retribusi. 
3) Tidak mengganggu perekonomian(syarat ekonomis) 
Pemungutan retribusi dan kebijakan retribusi jangan sampai 
menghambat perekonomian, baik dalam bidang produksi 
maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan 
umum dan mengahalangi usaha rakyat dalam mencapai 
kemakmuran. 
4) Pemungutan retribusi harus efisien 
Pemungutan retribusi hendaknya jangan memakan biaya 





5) Sistem pemungutan retribusi harus sederhana 
Untuk mencapai efisiensi, retribusi harus diterapkan dengan 




3. Objek Retribusi 
Objek Retribusi adalah: 
a. Jasa Umum 
 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan 
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
Badan.Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil; 
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalam Umum; 
6) Retribusi Pelayanan Pasar; 
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 





11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.73 
b. Jasa Usaha; dan 
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang 
meliputi: 
1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 
Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;dan/atau 
2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 
secara memadai oleh pihak swasta. 
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c) Retribusi Tempat Pelelangan; 
d) Retribusi Terminal; 
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f) Retribusi Tempatpenginapan/pesanggrahan/villa 
g) Retribusi Rumah Potong Hewan; 
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; 
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
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j) Retribusi Penyebrangan di Air;dan 
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.74 
c. Perizinan Tertentu 
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan 
tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan 
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana,sarana,atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.Jenis Retribusi Tertentu 
adalah: 
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
3) Retribusi Izin Gangguan; 
4) Retribusi Izin Trayek; dan 
5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.75 
4. Retribusi Pelayanan Pasar 
a. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar 
 Menurut William J.Stanton, pengertian pasar adalah sekumpulan 
orang yang ingin meraih kepuasan menggunakan uang untuk 
berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang 









 Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong, pengertian 
pasar adalah sejumlah pembeli aktual dan juga potensial dari sebuah 
produk atau jasa. Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang 
punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi. Banyak pemasar 
yang menganggap bahwa pembeli dan penjual adalah sebuah pasar , 
dimana pembeli akan menerima produk/jasa yang diinginkan setelah 
melakukan pembayaran. Dan penjual akan mengirimkan produk/ 
jasa yang telah dibayar oleh si pembeli.
77
 
Pengertian retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan 
Daerah Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan 
pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan 
fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang 




Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa retribusi 
pelayanan pasar merupakan pelayanan yang menyediakan fasilitas 
pasar baik tradisional/ sederhana yang berguna untuk menunjang 
kegiatan jual beli dalam suatu daerah tertentu yang disediakan atau 
difasilitasi oleh Pemerintah setempat. 
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Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 24 
  
 
b. Subjek dan Objek retribusi pelayanan Pasar 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No.08 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. 
1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar 
 Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang atau badan 
yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar 




2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar 
 Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan 
pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, 
los, dan kios yeng dikelola Pemerintah Daerah dan khusus 
disediakan untuk pedagang dan dikecualikan untuk objek 
pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola 
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
80
 
3) Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa 
 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan 
pasar adalah diukur berdasarkan penggunaan jasa yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 
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4) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi82 
Tabel.2 
Struktur dan besarnya Tarif retribusi 
 





3 x 2, 3 x 3, 3 x 4 










2 x 3 
3 x 3 






c. Pelataran  Rp.1.000,-/hr 
 
C. Tinjauan Pustaka 
 Masalah  mengenai Retribusi pasar bukanlah hal yang baru, adapun 
beberapa penelitian yang mengangkat tentang Retribusi pelayanan pasar karena 
masih menjadi bahasan yang cukup menarik untuk diteliti. 
 Adapun hasil dari skripsi Achmad Fadli menjelaskan bahwasanya retribusi 
pasar dapat memberikan kontribusi positif terhadap naik pendapatan asli 
daerah (PAD) dengan meningkatnya Pendapatan asli daerah (PAD) suatu 
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daerah akan lebih mandiri serta dapat menentukan arah  perkembangan dan 
pembangunan dengan lebih baik.
83
 
 Adapun hasil skripsi Rizki Samarotin pemungutan atau pendistribusian 
hasil retribusi pasar sudah sesuai dengan aspek keadilan dari segi pelayanan 
yang diberikan dan tarif retribusi yang di kenakan sudah baik namun masihsaja 
banyak pedagang yang sulit untuk dipungut retribusinya sehingga petugas 
pemungut merasa kesulitan dalam menjalankan tugasnya.
84
 
 Adapun hasil skripsi Noviati Putri Wardhani Pengaruh Retribusi Pasar 
dan Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan terhadap pendapatan asli 
daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Sidoarjo”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan besarnya 
pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo 
sebesar 85,6% sedangkan 14,4% dijelaskan oleh pendapatan lain dan juga 
secara parsial retribusi pasar sebesar 82,7% dan 17,3% diejelaskan oleh 
pendapatan lain, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Daerah 
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 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan 
mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian 
lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-
karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu adalah didalam penelitian ini secara khusus menggunakan analisis 
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